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Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikas telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun
peradaban manusia secara global. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai belahan dunia
telah memunculkan berbagal kejahatan baru yang dikenal dengan sebutan kejahatan siber (cyber crime).
Daam mengatasi kejahatan siber ini, berbagai negara membuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang
kejahatan ini yang disebut dengan hukum siber (cyber law). Atas dasar inilah, kemudian diundangkanlah
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik, yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi
ini. Akan tetapi, pada kenyataannya undang-undang ini sendiri memiliki beberapa kelemahan, khususnya
berkaitan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang I TE yang mengatur tentang penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik, dimana menurut berbagai kalangan, rumusan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik yang terdapat didalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang I TE tersebut
terlalu luas pengaturannya yang dapat menyebabkan terjadinya multitafsir terhadap rumusan penghinaan
tersebut yang dapat membatasi kebebasan menyatakan pendapat di media internet dan jejaring sosial. Oleh
karenaitu, untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjadi masal ah dilakukanlah penelitian ini.
Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa rumusan penghinaan yang dimaksud oleh undang-
undang ini adalah penghinaan dalam arti formil. Bahwa pasal 27 ayat (3) Undang-undang I TE pada
prinsipnyatidak menghalangi kebebasan berpendapat seseorang. Pembatasan yang terdapat didalam
undangundang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak pribadi seseorang dari ancaman
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap dirinya.

...... The utilization of information technology, media, and communications have changed the behavior of
both human society and civilization in globally. The rapid development of information technology in various
parts of the world has led to the various new crime known as cyber crime. In order to overcome this cyber
crime, many countries around the world make a apecia rulesto regulating this cyber crimes that called
cyber law. Based on this point, then the Indonesian goverment issued Law No. 11 Y ear 2008 of Information
and Electronic Transaction, that aims to provide protection to the public society from abuse of technology in
this utilization of the information technology. However, in redlity thislaw itself has some drawbacks,
especially related to the formulation of libel in the article 27 (3) of thisITE Act, which according to various
groups, the terminology of libel that contained in the article 27 (3) of the ITE act istoo broad that can cause
the multiple interpretations of libel that may restrict the freedom of speech on the Internet and social
networking media. Therefore, this research was conducted to see how far these provisions can be a problem.
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From the result of this research, it can be said that the libel that this act meansisthe libel per se. The article
27 (3) of the ITE Act, isin principle does not preclude a person freedom, the restrictions that contained in
thislegislation is aims to protect the persona and interest and the personal rights from the libel or

defamation to itsalf.



